BUPATI PURBALINGGA
Purbalingga, 4 Mei 2021

Kepada Yth:

. Para Pimpinan OPD,;
. Para Pimpinan Instansi Vertikal;
. Para Pimpinan BUMN/BUMD;
. Para Camat;
. Para Lurah/Kepala Desa.
Se Kabupaten Purbalingga

di -

B WN =

PURBALINGGA

SURAT EDARAN
Nomor : 300 /824

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PURBALINGGA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 2021 tanggal 3
Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan di Tingkat Desa dan
Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, serta Surat Gubernur Jawa
Tengah Nomor : 443.5/0007 136 tanggal 4 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian
Penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah
Pusat memperpanjang PPKM Tingkat Kabupaten bersamaan dengan PPKM mikro di
tingkat Desa / Kelurahan terhitung mulai tanggal 4 Mei sd 17 Mei 2021 dengan
evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan
masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
Pokok-pokok kebijakan PPKM Kabupaten dan PPKM mikro berbasis
Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :
A. PPKM Kabupaten
1. Membatasi tempat kerja /perkantoran dengan menerapkan bekerja di kantor
(work from office / WFO) sebesar 50 %, kecuali bagi institusi pelayan kesehatan
yang memberikan pelayaan langsung kepada masyarakat dengan pemberlakuan
protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Restoran, rumah makan, warung makan tenda/PKL, dan kedai/café (formal
maupun informal) boleh buka dengan wajib tutup pada pk. 22.00 WIB, dengan
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mengutamakan layanan pesan —antar, sedangkan pelayanan makan /minum di

tempat maksimal sebesar 50 % dari kapasitas normal. Khusus di bulan

Ramadan, warung makan /rumah makan yang buka di siang hari agar ditata

sedemikian rupa sehingga tidak berkesan vulgar.

Kegiatan jual beli melalui pusat perbelanjaan, toko modern dan swalayan serta

toko - toko sejenis lainnya wajib tutup pada pk. 21.00 WIB.

Destinasi wisata dan sarana penunjuang lainnya diberlakukan ketentuan :

a. Daya tarik wisata diperbolehkan operasional dan Wajib Tutup pada pk. 15.00
WIB dengan maksimal pengunjung sebesar 30 % dari kapasitas normal.

b. Usaha pariwisata lainnya seperti : karaoke,warnet, game on line dan kegiatan
usaha sejenis lainnya WAJIB TUTUP pada malam hari selama bulan
romadlon.

Fasilitas umum seperti gedung olah raga milik pemerintah/pemerintah daerah,

alun-alun, taman, serta area publik lainnya dibuka selama 1 (satu) minggu penuh

dengan pembatasan pengunjung maksimal sejumlah 50 % dari kapasitas normal,
serta dikhususkan untuk olah raga perseorangan (jalan kaki, lari dan olah raga
non permainan lainnya) yang tidak bersifat massal.

Sarana olah raga milik swasta yang bersifat olah raga permainan yang

melibatkan banyak orang / Tim, diijinkan buka dengan besaran pengguna

sebesar 50 % dari kapasitas normal sampai dengan pk. 20.00 WIB.

Bagi Desa /Kelurahan yang berstatus hijau, kuning dan oranye; kegiatan seni,

sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan (hajatan

pernikahan, sepitan, tahlilan,kenduri, lomba burung dan yang sejenisnya)

dijinkan dengan peserta sejumlah 25 % dari kapasitas ruangan atau maksimal 50

(lima puluh) orang dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol

kesehatan secara ketat sesuai standard operasional prosedur (SOP) yang

berlaku.

Guna menatausahakan hal tersebut, pengendalian kewenangan perijinan acara

beserta pembinaan dan pengawasannya diatur secara garis besar sbb :

a. Kegiatan Skala Desa :
Yang dimaksudkan kegiatan skala desa adalah kegiatan yang
diselenggarakan di rumah sendiri ataupun gedung pertemuan tingkat desa.
Perijinan acara diterbitkan oleh Camat selaku Ketua Satgas Covid-19
Kecamatan berdasarkan kesepakatan dalam rapat pleno anggota Satgas
Covid-19 Kecamatan atas usulan/rekomendasi Kepala Desa/Lurah selaku
Ketua Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan.

b. Kegiatan Skala Kabupaten.
Yang dimaksudkan kegiatan skala kabupaten adalah kegiatan yang
diselenggarakan di hotel, gedung pertemuan maupun tempat wisata Tingkat
Kabupaten.
Perijinan acara diterbitkan oleh Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Satgas
Covid-19 tingkat Kabupaten berdasarkan kesepakatan rapat Satgas Covid-19
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Kabupaten atas usulan/rekomendasi Camat selaku Ketua Satgas Covid-19
Kecamatan yang dilampiri berita acara rapat pleno Satgas Covid-19
Kecamatan.
Apa bila dalam pelaksanaannya dinilai berlebihan dan ditemukan adanya
pelanggaran protokol kesehatan, maka satgas covid-19 Tingkat desa/kelurahan,
kecamatan maupun kabupaten, berwenang untuk membubarkan acara tersebut
sewaktu-waktu.

8. Bazar, pasar murah dan kegiatan sejenisnya yang memperdagangkan komoditas
yang sama sebagaimana tersedia di pasar tradisional maupun toko yang sudah
ada, untuk sementara ditiadakan.

9. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan
dilaksanakan dengan ketentuan :

1) untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMA LB belum
dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);

2) untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan dengan uji
coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan
mempertimbangkan peta resiko daerah;

3) untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM
secara bertahap dengan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Kabupaten;,

4) uji coba PTM sebagaimana angka 2) dapat dilaksanakan setelah
terpenuhinya persyaratan wajib:

a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman
pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan
pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;

b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM
dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten;

c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;

d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penangangan Covid-

19 Kabupaten;

e) mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati) sesuai
kewenangannya.

f) Ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Uji Coba PTM oleh Pemerintah
Provinsi.

10. Sektor kesehatan (layanan kesehatan dan apotik), Pasar Tradisional/Pasar
Rakyat, kebencanaan, keamanan, energi (PLN,SPBU, SPBE), komunikasi dan
teknologi informasi (PT. Telkom), keuangan dan perbankan, perhotelan, jasa
konstruksi serta pabrik boleh buka secara penuh (100%).

Khusus Pabrik dan usaha sejenis dengan jumlah tenaga kerja yang besar, wajib
ditindaklanjuti dengan pengaturan jam kerja berangkat dan pulang karyawan
serta keharusan membawa bekal makan /minum sendiri sehingga tidak
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

menimbulkan kerumunan serta penerapan protokol kesehatan covid-19 secara
ketat di internal perusahaan.
Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H /2021 mempedomani
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang
Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H /2021 sebagaimana
disampaikan dalam SE Bupati Purbalingga Nomor : 300 / 5266 tanggal 5 April
2021.
Panitia zakat fitrah wajib menerapkan protokol kesehatan dan menghindari
kerumunan masa dalam melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat
dengan cara : menyegerakan gerakan pengumpulan dan penyaluran zakat, tidak
membagikan zakat dengan mengundang penerima di satu tempat. Penyaluran
zakat dilaksanakan dengan mengantar secara langsung ke masing-masing
alamat penerima.

Tidak mengijinkan pelaksanaan takbir keliling, serta terus mendorong agar

pelaksanaan takbiran diselenggarakan di masjid dan musholla dengan jumiah

dan tata cara sesuai protokol kesehatan.

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri

berjamaah tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Bagi Desa / kelurahan Zona hijau dan kuning, Ibadah Sholat Idul Fitri

dilaksanakan secara berjamaah, terbagi dalam beberapa masjid /mushola atau

lapangan skala Dusun / Desa dengan maksud pembatasan jumlah jamaah / skala
kecil dengan mengutamakan warga masyarakat setempat serta penerapan
protokol kesehatan covid19 secara lebih ketat.

Desa /Kelurahan zona oranye dan merah, Sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah

masing-masing dengan peserta keluarga inti.

Kegiatan silaturahmi / halal bi halal dilaksanakan secara daring /on line dengan

menekan sekecil mungkin kerumunan orang / anggota keluarga / kerabat tanpa

mengurangi hikmah dan esensi nilai kekeluargaan / kekerabatan.

Dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan Covid-19 selama Bulan Suci

Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dilakukan

pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai

berikut:

1) Melakukan sosialisasi dan mendukung peniadaan Mudik Lebaran dan
penyekatan perjalanan /mobilitas orang pada Hari Raya Idul Fitri 1442
H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau di
wilayahnya;

2) Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal sebagaimana tersebut
sebagaimana dimaksud pada angka 1) maka dilakukan pemberian sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/ Kabupaten/Kota
harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin
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4)

5)

6)

7

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan
basah/elektronik dan identitas calon pelaku perjalanan;

Dalam hal masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/
Kabupaten/Kota tidak memiliki dokumen administrasi perjalanan
tertentu/surat izin, Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan
menyiapkan karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan
protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada
masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;

Camat memonitor dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam antisipasi
kepulangan lebih awal pemudik atau masyarakat yang melakukan
perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota di desa/kelurahan di wilayah
masing-masing dengan melibatkan unsur terkait (termasuk melibatkan
Satgas Jogo Tonggo).

Dinas Perhubungan dan Satpol PP melakukan penguatan, pengendalian,
pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di daerah
masing-masing bersama dengan Polri/TNI selama Bulan Ramadan dan
menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran (damkar) untuk
meningkatkan kesiap siagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan
mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan
ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas
umum, fasilitasi hiburan (pusat perbelanjaan/mall dan restoran) tempat
wisata, dan fasilitas ibadah selama Bulan Ramadan dan perayaan Hari
Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta antisipasi terhadap kondisi cuaca
yang berpotensi terjadinya bencana alam;

Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan melakukan upaya yang lebih
intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan
memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi
penjualan/pasar.

B. PPKM mikro berbasis desa/kelurahan

PPKM Mikro berbasis desa/kelurahan dilaksanakan sampai dengan tingkat
Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan
penularan COVID-19 dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis
berdasarkan pada peta resiko epidemiologis desa/kelurahan yang dapat diunduh

melalui ht_tg://admin.corona.iatenggmv.go.id

PPKM Mikro dilakukan dengan pembagian zonasi berbasis desa/kelurahan
dengan kriteria sebagai berikut :

&

a.

Zona Hijau (tidak ada satu pun kasus COVID-19 dalam satu
desa/kelurahan).

Skenario pengendalian zona ini dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh
suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin & berkala.
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b. Zona Kuning, (terdapat 1 s/d 2 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam
satu desa/kelurahan selama 7 (tujuh) hari terakhir).
Skenario pengendalian zona ini adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri bagi pasien positif dan
kontak erat dengan pengawasan ketat.

c. Zona Oranye (terdapat 3 s/d 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam
satu desa/kelurahan selama 7 (tujuh) hari terakhir).
Skenario pengendalian zona ini adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan
kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat
bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

d. Zona Merah (terdapat lebih dari 5§ rumah dengan kasus konfirmasi positif
dalam satu desa/kelurahan selama 7 (tujuh) hari terakhir).
skenario pengendalian zona ini adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT
terbanyak penderitanya yang mencakup :
1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya

kecuali sektor esensial;
4) melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;
6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang
menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.

3. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat,
mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos
Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping,
Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

4. Desa dan Kelurahan agar mengefektifkan fungsi dan peran Pos Komando
(Posko) Satgas COVID-19 dan Satgas Jogo Tonggo untuk melaksanakan
koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro yang dalam
pelaksanaannya dibantu oleh aparat desa/kelurahan, Satlinmas, Babinsa,
Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat setempat.

5. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan
bersumber dari :

a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung

dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes); dan
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kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten;
kebutuhan terkait Babinsa / Babinkamtibmas dibebankan kepada anggaran
TNI/POLRL.

d. Keutuhan terkait testing, tracing dan treatment dibebankan kepada APBN cq
Kementerian Kesehatan, BNPB maupun APBD Kabupaten Purbalingga.

e. lain-lain sumber pembiayaan yang sah.

Kepada Camat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan PUSKESMAS serta seluruh relawan di
wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desal/kelurahan di
wilayahnya atau melakukan koordinasi antar camat.

b. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di
wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan.

c¢. Memerintahkan Kepala Desa / Lurah, anggota Babinsa maupun
Babinkamtibmas, agar mendorong RT/RW untuk memberdayaan satgas Jogo
Tonggo dalam melaporkan hasil tracing dan tracking pendataan rumah yang
masuk zona merah / oranye / kuning / hijau ke dalam aplikasi jogotonggo.
jatengprov.go.id

d. memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang
menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan masing-masing baik
yang bersumber dari swadaya gotong royong, jogo fonggo maupun sumber-
sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.

e. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di
Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.

Kepada pemerintah desa/kelurahan agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. melakukan edukasi dan sosialisasi serta disiplin warga masyarakat dalam
penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga
jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas atau pergerakan
penduduk (5M) guna pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.

b. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan Testing, Tracing,
Treatment (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun
Pemerintah Daerah.

¢. memastikan tersedia dan berfungsinya tempat cuci tangan dan/atau cairan
pembersih tangan (hand sanitizer).
melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap
digunakan ketika dibutuhkan; dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada
Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Kabupaten.

g. menggerakkan kembali dan meningkatkan peran “Satgas Jogo Tonggo”
dalam mengawal PPKM Mikro dengan ketentuan :
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1) Peran Satgas Jogo Tonggo Kawal PPKM Mikro melalui :

a) Melakukan pengkondisian keluarga terpapar Covid-19 dan
masyarakat sekitar,;

b) Mencegah munculnya stigma negatif bagi keluarga terpapar Covid-
19;

c) Mengupayakan dan mengkordinasikan pemenuhan kebutuhan pokok
warga konfirmasi positif oleh kelompok Dasawisma/tetangga secara
bergiliran;

d) Rutin melakukan pantauan kondisi dari warga konfirmasi Positif baik
melalui telepon, WA, SMS atau media lainnya;

e) Selalu melakukan komunikasi dengan Puskesmas terdekat;

f) Apabila ditemukan ada perburukan saat isolasi/karantina mandiri
maka segera menghubungi Puskesmas terdekat.

2) Peran Jogo Tonggo dalam membantu Puskesmas melakukan Tracing
adalah sebagai berikut :

a) Dalam hal Tracing ditemukan hasil Positif maka :

(1) Segera merujuk ke Rumah Sakit bila disertai adanya gejala
sedang dan / atau berat;

(2) Melakukan isolasi mandiri (karantina) bila disertai adanya gejala
ringan dan / atau Orang Tanpa Gejala (OTG);

(3) Melakukan pengecekan kondisi rumah berkoordinasi dengan

Kepala Desa/Lurah, Ketua RW dan Ketua RT;

0 Apabila berdasarkan pengecekan rumah ternyata kondisi
rumah memenuhi syarat, maka dapat dilakukan isolasi/
karantina mandiri;

00 Apabila berdasarkan pengecekan rumah ternyata kondisi
rumah tidak memenuhi syarat, maka diusulkan karantina
terpusat di Tingkat Desa/ Kecamatan/kabupaten.

b) Dalam hal Tracing ditemukan hasil Negatif maka dilakukan edukasi
dan pembinaan terhadap keluarga dan menjadikan Agen Protokol
Kesehatan.

¢) Bagi rumah warga yang sudah dilakukan Tracing dan hasilnya negatif
maka diberi/ditempel stiker /tulisan “RUMAH SEHAT".

3) Penambahan tugas Satgas Jogo Tonggo berupa pendataan pemudik yang
masuk ke Desa/Kelurahan, melakukan contact tracing (pelacakan kasus) di
dalam wilayah Desa/Kelurahan atau di luar wilayah Desa/Kelurahan
dibawah koordinasi Camat.

Guna mendukung keberhasilan penerapan gerakan tersebut, kepada para
Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi VertikalBUMN/BUMD/Perusahaan, para Camat,
Para Lurah/Kepala Desa, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada semua Tingkatan
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(Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW), serta seluruh pemangku kepentingan
terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimohon secara sinergis untuk :

1.

Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi secara intensif untuk
memberikan pemahaman secara paripurna tentang substansi, maksud dan tujuan
PPKM kepada masyarakat maupun dunia usaha di wilayah kerja / binaan masing-
masing.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penjagaan, patroli dan upaya penertiban baik di
tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, dengan cara persuasif
kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan
aparat keamanan maupun anggota SATLINMAS.

Selanjutnya Kepada Kapolres Purbalingga dan Komandan KODIM 0702 Purbalingga,
dimohon bantuannya untuk terus memberikan dukungan yang optimal terhadap
penanganan pengendalian Covid-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka PPKM
Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan

penuh rasa tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan
terima kasih.

BUPATI PURBALINGGA,

L~

DYAH HAYUNING PIﬁTIWI,‘ SE, B.Econ, MM

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

Bl T . QN N
NoormdmaAnPRNOIOMON -

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Wakil Bupati Purbalingga

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;

Kapolres Purbalingga;

Komandan KODIM 0702 Purbalingga;

Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;

Komandan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;

. Komandan Batalyon 406/CK Purbalingga;

. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

. Para Kapolsek Se - Kabupaten Purbalingga;

. Para Danramil Se - Kabupaten Purbalingga;

. Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga;

. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga;

. Ketua LDII Kabupaten Purbalingga; dan

. Ketua BKSAG dan BKSAG KK Kabupaten Purbalingga.
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